PROVINSI NUSA T ENGGARA BARAT

. -.:.pERATURAN DAERAH KABUPATEN D_OMPU»:. gLy

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTAN G

_ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 8

Menimbang :

_ Mengmgat | e

La.s

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA S

BUPATI DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal

“‘pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23"
. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,: .-
 Kepala Daerah wajib mengajukan Perda tentang:
Anggaran Pendapatan dan. Belanja' Daerah

" disertai - penjelasan - ‘dan - dokumen dokumen :

. pendukungnya kepada DPRD sesuai'waktu yang
ditentukan'  oleh ~ peraturan = perundang- .

undangan untuk 'rnernperoleh persetujuan o

- bersama;
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang S
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang -

-~ diajukan merupakan perwujudan dari Rencana -
~Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

| -~ yang dijabarkan . kedalam Kebijakan -~ Umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang -~ .
telah disepakati- bersama antara Pemerintah = -
' Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. " bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

-~ dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu-' =~ .
membentuk . Peraturan  Daerah  tentang ... .
“Anggaran Pendapatan dan Belan_}a Daerah

" Tahun Anggaran 2019; : o

| '.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara i

Republik Indonesia Tahun 1945;

.'_."Undang_ ~Undang. Nomor 69 Tahun - 1958'-:{'-, SRR
" tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat. =
" 1l dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, =
. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
-"'."(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun - :
© 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara_ R
" Republik Indonesia Nomor 1655); S
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 -

tentang'Penyelengaraan Negara yang bersih dan



‘bebas dari korupsi, - Kolusi dan Nepotisme -
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun =
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara"" B
-Republik Indonesia Nomor 3851); : S
.- Undang - Undang Nomor *17." ’I‘ahun 2003_:'
“tentang’ Keuangan Negara - (Lembaran Negara -
Republik ' Indonesia - Tahun 2003 Nomor 47, - .
' Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a_ N
" Nomor 4286); :
.. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara - (Lembaran  Negara

“*Republik ' Indonesia ~Tahun - 2004 . Nomor 5, -
'’ Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonema

‘Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 15_ '.Tah'un 2004 e
_tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan |

. Tanggungjawab Keuangan ' Negara  (Lembaran -

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor."

66,  Tambahan Lembaran Negara - Repubhk o

' lndone31a Nomor 4400); L DT
~Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004

. -tentang - Perimbangan  Keuangan - ~Antara . .
~Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah N
Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun : '
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara""”'

. Republik Indonesxa Nomor 4438); . - L
.~ Undang - Undang Nomor. 28 Tahun 20097:-',_; L
" tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (

- Lembaran- Negara Republik -Indonesia -Tahun -
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara“'

- Republik Indonesia Nomor 5049); : i T
. .Undang - - Undang  Nomor® 12’ ’I‘ahun 2011
.tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

'_ - undangan (Lembaran Negara Republik: Indonesxa’_"_
‘Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran‘j‘*

L

RN H

2.

-‘Negara Republik Indonesia Nomor 5234); c e
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang e
-~ 'Aparatur - Sipil Negara (Lembaran . _Ncga_ra'__
- “Republik” Indonesia’ Tahun - 2014 - Nomor 6, .
-~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndone31a -
. Nomor 5494); :
‘Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang‘ L
“Desa’ (Lembaran Negara -Republik Indonesia-
©Tahun 2014 Nomor . 7, Tambahan. Lembaran:.:;f
" Negara Republik lndonema Nomor 5495) e :
‘Undang - Undang Nomor -23 - Tahun 2014. - . .~

. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia _,’I‘ahun 2014 Nomor 244,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana ‘telah . diubah ~ -

.. -beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang,_;

- Nomor.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua = -

_-atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014_7__,___

~* tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara -~~~ = .
" 'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, =



s

15.

Lembaran  Negara Republik Indonesia 4416) =~ .

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. ..~
‘dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun = .
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan',-{- o
"Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 “tentang
Kedudukan Protokoler dan ‘Keuangan Pimpinan .

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a_'

"Nomor 5679); :
“ Peraturan Pemerintah  Nomor 6. Tahun- 1988 SR
" tentang Koordinasi Keglatan Instansi Vertikal di =~
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran_' N

'Negara Republik Indonesia 3373);

Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 o

_tentang  Kedudukan ‘Keuangan Kepala -Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

" _.Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, .

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indones:a '.‘

© 1 4028); e
“Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 s
~tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan » =

Pimpinan dan Anggota - Dewan Perwakilan

'Rakyat Daerah (Lembaran ‘Negara ~ Republik

Indonesia. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

16

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara‘_ s

Republik Indone51a 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 .Tahun 200571 SRR
"~ .tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara = = :

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

‘. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema"_-:

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
. tentang Sistem Informa51_ Keuangan Daerah -~
~(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun -

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara =

s

o 19,

~Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana . . -
telah - diubah dengan ' Peraturan - Pemerintah -

" Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas: &

' Peraturan Pemermtah Nomor .56 Tahun 2005.
~~ tentang ' Sistem Informasi ‘Keuangan Daerah i =
- (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun_-"._-_
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara'--_ '

- Republik Indonesia Nomor S5153);

_Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 -

- tentang . Pengelolaan  Keuangan . Daerah

- {Lembaran - Negara ‘Republik Indonesm Tahun‘-._i‘

.- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara‘ i
~'Republik Indonesia Nomor 4578 ); = .- AN

Peraturan: Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ST

- tentang ‘Pedoman Penyusunan dan Penerapan .

- Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran’ Negara =

Republik Indonesia Tahun 2005 ‘Nomor 150,

 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm o

'Nomor 4585)



20

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006..;'__'-. s

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan" Lembaran_"-_-' SR
-~ Negara Republik Indonesia Nomor 4614 Yoo

Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007:_-:' -

" . tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan_-;

~Pertanggungjawaban Kepala -Daerah = kepada
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi. . -
- Laporan Penyelenggaraan -Pemerintahan Daerah - -

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan .

20.

_ -Lembaran - Negara Repubhk Indonesia- Nomor

- 4693); ST
Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010-;*1_ S
tentang -Standar. =~ Akuntansi ~ Pemerintahan =
'(Lembaran ‘Negara' Repubhk Indonesia - Tahun'__- ST
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara‘ B

Republik Indonesia Nomor 51635); -

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011‘:'5_'.*_‘ |
tentang Pinjaman Daerah " (Lembaran ~ Negara: = . .

Republik  Indonesia’ Tahun 2011 - Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone31av""§_-..

24,

~ oS

Nomor 5219), o
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012-:_

- tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara:
~_ Republik' Indonesia Tahun : 2012 " Nomor 5, . -~ - "

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema.'_:

. Nomor 5272); STNREE
Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018'. PR
~ tentang Pengadaan Barang/Jasa ‘Pemerintah . .

.'-(Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahun';_r
-~ 2017 Nomor 33); ' e

TS

. dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan.®

Pendapatan dan Belanja ‘Daerah sebagalmana”g-;_'.'
_ telah diubah dengan Peraturan. Menteri Dalam  : .
-~ 'Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan = -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2007 tentang Tata Cara Evaluasi' Rancangan :
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan .

Kepala Daerah Tentang Penjabaran. Anggaran

. Atas Peraturan Menteri. Dalam Negeri nomor 16

Tahun. 2007 tentang Tata --Cara Evaluasi " ERR

: Rancangan: Peraturan Daerah Tentang Anggaran -

.2 2006 _tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan - -

Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan.-ﬁ’f]"' -
- Peraturan Kepala ‘Daerah tentang. Penjal“)aran_: S

Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. -

Daerah sebagaimana - telah diubah -dengan.

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun .
- 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan__;:;___
'Menterl ‘Dalam’ Negeri Nomor 13 tahun 2006 -

o tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



- 28, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32 Tahun- L
- 2011 tentang Pedoman ‘Pemberian Hibah dan -
' Bantuan' Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

~Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana’’

. telah . diubah beberapa  kali terakhir  dengan .
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

- -2018 tentang Perubahan' Ketiga Atas Peraturan
“Menteri’ Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 -

. tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan S
 Sosial . Yang  Bersumber - dari Anggarani-

RN _Pendapatan dan Belanja Daerah; B
-.-29, Peraturan -Menteri Dalam Negerl - Nomor 38,

. Tahun 2018 tentang Pedoman ~ Penyusunan. - -

o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun_”
'Anggaran 2019 : - : '

| | De.ngan PefsétUJuan Bersama s " el
DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
| BUPATI DOMPU- :

MEMUTL SKAN

. Menetapkan : . PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

3 = Pemblayaan Daerah SR

' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH '~ TAHUN '
' ANGGARAN 2019 S

Pasal 1

Anggaran Pendap_atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019_‘7" .

A sebagai berikut :

.. 1.° Pendapatan - Rpl 194 938 780. 051 00
2.0 Belanja - Rpl.235.093.695.034,00°

S Surplus / Deﬁ31t) (Rp40:154.914. 983 OO)

. _“a. Penerimaan ' Rp42. 704 9”14'.983 00.
: i-bQ .Pengeluaran __ Rp 2. 550 OOO OOO 00

Pemblayaan Netto . Rp40 154 914 983 00

I ':Slsa Lebih Pemblayaan Anggaran Rp (OO OO)

L Tahun Berkenaan L
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Pasal 2

P end&lpatar1 Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1': R

 terdiri dari :

B a., Pendapatan " * - Asli Daerah ) sejumlah :
;. Rpl01.031, 715. 383,00 R :

. b. Dana Perimbangan sejumlah Rp903 968 168 OOO OO

~c¢. Lain-lain Pendapatan Daerah ~yang Sah sejumlah ]

- Rp189,938.896.668,00

Pendapatan Asli Daerah sebagalmana dunaksud pada a}’at* R
(1) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp10.294.226. 664 00 -

b, Retribusi Daerah sejumlah Rp3.763.493. 900,00 - ,
"~ c. Hasil ‘Pengelolaan Kekayaan ‘Daerah . yang Dlplsahkan
© .- sejumlah RplO 504.855.601,00 o S
7 d. Lain-lain = * Pendapatan - Asli: Daerah- :'sejumlah._‘{- RS

" Rp76.469.139.218,00

‘Dana Perimbangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
" terdiri dari jenis pendapatan :-

- a.”Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp35 307 446 OOO 00

'b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp589.832.089.000,00 -
‘c. Dana Alokasi Khusus sejumlah.Rp278.828.633.000, OO

._fLaln -lain Pendapatan Daerah yang  Sah - sebaga1mana'_____ S
~dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :*. "

~a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp11.679.298.000 OO o
-~ b.. Dana bagi hasil pajak dari Prov1n51 se_]umlah'f.

- 'Rp44.880.088.668,00 -

. ¢.. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus (Dana 1nsent1f

_ Daerah dan Dana Desa) Rp133 379 510 000, OO

Pasal3
o =:Belanja Daerah sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1:*_,_.
o terdiridari: : £ I
‘a. Belanja « Tldak -Langsung ' sejumlah

Rp623.141.694.766,00

b ‘Belanja Langsung sejumlah Rp611 952.000. 268 00 DR
~(2) - - Belanja Tidak Langsung sebagaimana dlmaksud pada- ayati_ L
L s (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp467. 349 333. 210 OO
. Belanja Hibah sejumlah Rp15,507.710.000,00."
Belanja Bantuan Sosial Rp3.150.000.000,00 o
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota_
7. dan Pemerintah Desa Rpl 405 772.056,00 - <

E -5.; e Belanja -~ Bantuan . -Keuangan sejumlah

Rpl133.728. 879 500,00

S .. - . Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2. 000.000. 000, 00" R
©2 {3) ' Belanja Langsung sebagaimana. dlmaksud pada ayat (1); R
o  huruf b terdiri dari jenis belanja :' :
“a. Belanja Pegawai se_]umlah Rp33. 136 953. 783 00,00

'b.- Belanja . Barang - dan' Jasa sejumlah}"._‘.,.'-" o

Rp286. 819.871.721,00, OO

e Belara M Modal sejumlah Rp291 995. 174 764,00



@

- 1. Larnplran I

5. LampiranV :

. 6. = Lampirén VI

" Pasal 4

o Pernblayaan Daerah sebagalrnana dlrnaksud dalarn Pasal 1" ST SR
terdlrl dari |

Penerlmaaﬁ se_]umlah Rp42 704 914 983 OO

b - Pengeluaran sejumlah Rp2.550.000.000,00 S
e Penerimaan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a'-

terdiri dari j jenis pembiayaan :

- Sisa - lebih - perhitungan anggaran Tahun sebelurnnya'. :
- Rp42.704.914.983,00. . S
'Pengeluaran sebagalrnana dlrnaksud pada ayat (1) huruf a_'l R
..~ terdiri dari j Jems pemblayaan :
.~ -Penyertaan - Modal
-~ Rp2.550.000, 000 00 T
. Sisa” Lebih = Perhitungan Anggaran ‘Tahun Anggaran '
- _Sebelurnnya (SILPA) se_]urnlah Rp 00, 00 ‘ s

(Investa31)

Pas al 5

Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja-- L
© " ‘Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum-
- . ~.dalam lampiran. yang rnerupakan bagian - yang tldak-'--__= .
terplsahkan dari Peraturan daerah ini, yang terdln dan e

ngkasan RAPBD
2. Larnpl__r_an,II

~ Pemerintahan Daerah dan_-'_
S -Perangkat Daerah; ' S L
©. 3. Lampiranlll © : Rincian ' RAPBD ‘metiurut’ Urusan
. sw o . Pemerintahan. ‘Daerah," Organisasi, -
Pendapatan, - Belanja . .dan
L n e i Pemblayaan, I
“ 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja ‘menurut
.. -~ v Urusan - Pemerintahan .
: Perangkat Daerah Prograrn : dah -'
Kegiatan;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuki{
~ Keselarasan - dan--

S Keuangan Negara;
;- Daftar: - - Jumlah Pegawa1 per. s
B _Golongan dan per Jabatan o

o sejurnlah S

Ringkasan RAPBD. rnenurut Urusan S

- Daerah;-

Keterpaduan =
Urusan Pemerintahan Daerah dan =~
- Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Can

0~

110

S Lampiran VII ;

'L'_ar_npiran X

' Lafﬁpiran Xl

. Daftar Piutang Daerah- G
Lampiran VIII ;" Daftar Pcrnyataan Modal (Inventarls A
- % . Daerah); I L
. Lampiran IX : Daftar perklraan Penarnbahan dan:

Pengurangan Aset tetap Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan‘-'
: ."Pengurangan Aset Lainnya,;
. “Daftar o
. anggaran - sebelumnya yang belum - -
“diselesaikan -~ dan o
"_'i-_kemball dalarn tahun anggaran ini; - -

keglatan-keglatan tahun

dlanggarkan l



12 '.',:L.arnpiran XII Daftar Dana Cadangan dan
. .»13. - Lampiran XIlI : Daftar ijarnan daerah dan obllgasn e
SR ' daerah - :

-Pasal6" s

Bupat1 menetapkan Peraturan Bupatl tentang Penjabaran Anggaran o

,_Pendapatan dan : Belan_]a Daerah sebagai landasan orpcr_asmnal .

. . .

- '_"'LEMBARAN_DAERAH'KABUPATEN DOMPU’I"'AHU_N 2018 NOM_QR’,” 0L S

Dlundangkan di D'or.np'ﬁ | o
_.___-pada tanggal 29 Despmber 2018

S pelaksanaan

Pasal 7 |

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan G
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan E
. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-
R Kabupaten Dompu o oo 5 o

D1tetapkan di - “ Dompu L
pada tanggal 28 DesembOlS '

| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
I ;:TENGGARA BARAT NOMOR 1() 3 TAHUN 2018



